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MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERAL
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ? AHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERAL

DAN PERATURAN MENTER! PERTAMBANGAN DAN ENERGJ TERKAIT

KEGIATAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAliA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penyederhanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kelenagalistrikan, peflu

mencabut peraturan perundang-undangan yang sudah

tidak sesuai dengan perkembangan kegiatnn usaha

ketenagalistrikan;

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Duya Mineral tentang Pcncabutan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Terkait

Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



Energi Nomor

Penyambungan

•

Menetapkan
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2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahuo 2015 tentang Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran NegaTe Republik

Indonesia Tahun 2015 NomOT 132) sebagaimana tclah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tcntang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015

tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran NegaTa Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (Scrim NegaTe Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN MENTER! ENERGJ DAN SUMBER

DAYA MINERAL DAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN

DAN ENERGI TERKAIT KEOIATAN USAliA DI BJDANG

KETENAGALlSTRlKAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

02.P/451/M.PE/1991 lentang Hubungan Pemegang Kuasa

Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang lzin Usaha

Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan

Masyarakat;

2. Peraturan Menleri Pertambangan dan

03.P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan

Tenaga Listrik;

3. Peraturan Menleri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang

Disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Balam; dan

4. Peraturan Menteri Energi da.n Sumber Daya Mineral Nomor

04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh

PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang

Menggunaka.n Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah

atau Kelebihan Tenaga Lislrik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 128),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan

pcngundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dala.m Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakana

pads langgaJ S febcuari 201

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

lGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pads tanggal 8 februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG·UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUSIA

REPUBUK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NQMOR 239

Salinan sesuai dengan IIshnyll
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Biro Hukum,
~'.... "-
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